BARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

’ bawa Besar yang memeriksa dan mengadlll

I ABDF LATIF, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
' Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Lingkungan
T. 02 RW. 09, Kelurahan Seketeng, Sumbawa, sebagai

melawan
IKA PUJIANTI BINTI M. YASIN DAHLAN, umur 32 tahun, Agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di
RT. 01 RW. 14 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan
Badas Kabupaten Sumbawa karena sakit jiwa yang dalam hal ini
dibawah kekuasaan walinya M. Yasin Dahlan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon
dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah,
menikah pada tanggal 9 Januari 2011 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten
Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan
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berusia 6 tahun
berusia 4 tahun

dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagi yang disebabkan antara lain:

a. Pemohon dan Termohon Sudah tidak ada kecocokan

dalam rumah tangga
b. Termohon memiliki gangguan secara Phsikis (kelainan jiwa

atau gejala penyakit kejiwaan).
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon sejak bulan Juni 2013 akibat kejadain tersebut kini Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun

lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak
tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon
agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan
putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter lwes kabupaten Sumbawa
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3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon/walinya tidak datang
menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya walaupun Termohon/walinya telah dipanggil secara resmi dan
patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara,
dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya
pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
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upaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah
Aslinya, diberi kode P.2;

ht, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang

fibawah sumpah sebagai berikut:

tahun 2011, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan

harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak mempunyai anak kedua rumah
tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan
pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena
Termohon mengalami gangguan jiwa, sehingga sering marah-marah

tanpa sebab, ngomel sendiri dan pergi-pergi tanpa arahdan tujuan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 tahun, Termohon
tinggal dengan orangtuanya dan saksi tetap dikediaman bersama;

Bahwa Termohon sudah diobatkan kemana mana baik medis maupun
non medis tetapi belum berhasil sembuh;

2. Suhariyanto bin Abdul Latif;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah

kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, semula

rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak lahiranak
kedua rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 0588/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



<amah Agung Republik Indonesia

abab perselisihan dan pertengkaran tersebut
alami kelainan jiwa, sehingga sering pergi tanpa

arah, dan ngomel sendiri;
dan Termohon sudah pisah selama 4 tahun,

dl dengan orangtuanya;
sudah diusahakan untuk diobati kemana baik

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon/walinya meskipun telah
dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak
hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon/walinya
yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang
menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg

putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa sudah
sejak tahun 2012 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon mengalami sakit jiwa dan akibatnya

sudah pisah rumah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, masing-
masing Safruddin dan Suhariyanto;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
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Pemohon, masing-masing Safruddin dan

tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan
langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan

saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukii;

Menimang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan
keterangaan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran

hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

Bahwa sejak tahun 2012/ kelahiran anak kedua rumah tangga Pemohon
dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Termohon mengalami sakit jiwa;

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama
4 tahun;

Bahwa sakit jiwa Termohon sudah diusahakan untuk disembuhkan
namun tidak berhasil;
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dt (mitsagan ghalidzan), dengan maksud untuk

ah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu

menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang
diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru
menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih,
mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan,

sesuai dengan qoidah fighiyyah yang berbunyi :
loga>l Juad ylue jo,lss 15]
Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat

(resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat

kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan
hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon

dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar
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QU
s

e
pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

= _-. Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang

berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsul Hadi bin Abd Latif) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (lka Pujianti binti M. Yasin

Dahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan
Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraiannya

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14

September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 H, oleh
H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan
H.M. Maftuh, S.H. M.E.l., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan
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\thransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan
i dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000
Proses : Rp. 50.000
Panggilan : Rp. 280.000
Redaksi : Rp. 5.000
Meterai : Rp. 6.000

agrwbdPE

Jumlah : Rp. 371.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



